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Analisis yuridis perlindungan bagi kurir dalam sistem pembayaran cash on delivery (COD) 

pada transaks i di e-commerce terkait ketidaksesuaian barang yang diantar 

Juridical analysis of protection for couriers in the cash on delivery (COD) payment system in 

e-commerce transactions related to non-conformity of delivered goods 
 

I. Pendahuluan 

Sistem pembayaran cash on delivery (COD) adalah suatu sistem yang dibuat guna 

mempermudah interaksi antara  penjual dan pembeli terkait kegiatan jual beli online atau offline. 

Terkait tata cara penggunaan sistem COD ini sendiri jika di dalam e-commerce sendiri merupakan 

salah satu metode pembayaran yang bisa kita gunakan sebagai alat transaksi jual beli, cara kerja 

sistem pembayaran ini yaitu dilakukan apabila konsumen tidak memliki rekening  untuk membayar 

suatu barang yang dibeli, lalu konsumen tersebut bisa memilih sistem pembayaran COD yang 

pembayarannya menunggu barang itu datang ke alamat kita. [1] 

Namun kita ketahui realitanya pada sistem pembayaran COD ini masih banyak problematika 

terkait dengan penerapannya tidak sedikit konsumen yang kurang paham tentang aturan main 

dalam sistem pembayaran tersebut. Kebanyakan kejadian yang terjadi yaitu barang yang datang 

tidak sesuai dengan yang dipesan dan tidak mau membayar sesuai besaran nominal pesanan, yang 

mengakibatkan kesalahpahaman antara konsumen dan kurir, dan tidak sedikit juga yang malah 

mencaci maki serta melakukan pengancaman kepada kurir. [2] 

 Padahal dalam hal ini kurir itu hanya sebagai pihak ketiga atau perantara antara penjual dan 

pembeli untuk pengantaran dan menerima pembayaran, tapi diluar itu semua kurir tidak 

bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diantar. Jika kita lihat dalam Pasal 1313 

KUHPerdata menyatakan “dimana pembeli dan penjual telah mengikatkan dirinya di dalam suatu 

perjanjian jual beli”. Dan di dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen pada pasal (5) dan pasal (7) disitu udah jelas tentang kewajiban yang harus dilakukan 

oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, Maka dalam hal ini antara penjual dan pembeli 

harus memenuhi prestasi yang telah di sepakati di dalam sistem pembayaran COD. [3] 

Dalam kegiatan jual beli belanja online terkait tindakan wanprestasi bukanlah hal yang 

mengagetkan bagi kita. Cidera janji yang dilakukan oleh penjual atau konsumen dalam kegiatan 

jual beli online khususnya yang menggunakan sistem pembayarannya menggunakan sisten COD 

terkadang sangat merugikan pihak ketiga yaitu kurir, Karena mereka hanya menjalankan sesuai 

tugas nya yaitu mengantar barang itu sampai kepada si pembeli.[4]  

Beberapa studi sebelumnya telah membahas bagaimana kedudukan hukum si kurir, selain itu 

urgensi hukum untuk para pihak yang terlibat pada saat terjadi wanprestasi pada sistem 

pembayaran COD tersebut. Dan  beberapa hanya berfokus pada aturan yang harus dibuat guna 

melindungi pihak kurir lalu penelitian sebelumnya hanya memberikan wawasan bagaimana peran 

negara dalam memberikan perlindungan hukum pada kurir.[5] 

 

 

 



Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana tata cara 

penggunaan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) yang benar, Selain itu perlindungan 

hukum untuk kurir serta cara penyelesaian yang benar pada saat terjadi ketidaksesuaian barang 

yang diantar oleh pihak kurir , penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan memahami pentingnya wawasan mengenai aturan 

dan prosedur yang harus dilakukan dalam penggunaan sistem pembayaran COD (Cash On 

Delivery).[6] 
 

 
Rumusan masalah: Perlindungan hukum bagi kurir sebagai tenaga kerja dalam sistem pembayaran 

COD Cash On Delivery 

Pertanyaan penelitian: Bagaimana perlindungan hukum bagi kurir sebagai tenaga kerja dalam sistem 

pembayaran COD Cash On Delivery? 

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 04 https://sdgs.un.org/goals/goal4 

  

II. Metode 

 Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mengacu pada bahan 

bahan hukum seperti asas, kaidah kaidah hukum dan beberapa literatur hukum dengan menggunakan 

pendekatan Undang-Undang KUHPerdata serta menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen.[7] 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  

No. Tahap dan Kegiatan Penelitian 
Waktu (Bulan) 

1 2 3 4 5 6 

1. Persiapan Menyusun Proposal            

2. Pengumpulan Data   

 

        

 
Mengumpulkan Data Primer dan 

Sekunder 
          

3. Pengolahan dan Analisis Data         

4. Penyusunan Laporan         

5. Dan Lain-lain         

Gambar 1. Jadwal penelitian 
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